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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP UTANG 

PIUTANG EMAS DI KEBOMAS GRESIK 

Pada bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci praktik utang piutang 

emas di Kebomas Gresik sebagai pijakan dasar pengambilan kesimpulan dan untuk 

mempermudah dalam pengambilan keputusan hukum sesuai dengan objek yang 

dikaji dalam skripsi ini. 

Sebagaimana pada eksperimen yang dilakukan oleh peneliti di lapangan di 

Kebomas Gresik yaitu terdapat suatu praktik utang piutang emas di Kebomas 

Gresik, penulis telah melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang 

diperlukan guna melengkapi kesimpulan skripsi ini, penulis akan melakukan 

analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap utang piutang emas yang di 

praktikkan di Kebomas Gresik. 

1. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang Emas di Kebomas Gresik 

Berdasarkan praktiknya, transaksi yag terjadi antara Bu Emi sebagai 

kreditur dan masyarakat sebagai debitur adalah praktik utang piutang. Utang 

piutang emas yang terjadi di Kebomas Gresik adalah utang piutang emas yang 

dilakukan antara Bu Emi sebagai kreditur dan masyarakat kebomas sebagai 

debitur dengan pengembalian berupa uang dengan jumlah telah disepakati. 

Utang piutang dalam istilah mu’a>malah disebut dengan qard}. 

Sebagaimana pengertian qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang 

membutuhkan, yang harus dikembalikan sesuai dengan harta yang dipinjam 
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atau sesuai dengan nilai harta tersebut dan harus dikembalikan berdasarkan 

waktu yang telah disepakati. 

Dalam praktiknya, transaksi utang piutang dilakukan secara langsung di 

rumah Bu Emi. Debitur datang kepada Bu Emi dengan tujuan untuk utang 

uang, kemudian Bu Emi memberikan emas yang senilai dengan jumah uang 

yang dibutuhkan, tak lupa Bu Emi juga menjelaskan syarat dalam utang piutang 

tersebut yang mana utang emas yang diberikan oleh Bu Emi harus 

dikembalikan dalam bentuk uang. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua 

belah pihak, maka terjadilah akad utang piutang antara kreditur (Bu Emi) dan 

debitur. Dalam melakukan akad utang piutang tidak dilakukan secara tertulis, 

melainkan dalam bentuk lisan. 

Praktik ijab dan qabul dengan cara tersebut diperbolehkan, karena dapat 

dilaksanakan dengan berbagai cara yakni secara lisan, tertulis, isyarat maupun 

secara perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian ijab dan 

qabul yang dilakukan antara Bu Emi dengan debitur adalah ijab dan qabul yang 

sah karena sudah menjadi kebiasaan dan dalam hal ini juga sudah sama-sama 

menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak. 

Dalam melakukan kesepakatan, Bu Emi tidak menuliskan perjanjian 

utang melainkan hanya mencatat jumlah utang dan jumlah pengembaliannya, 

dengan ketentuan sepuluh kali angsuran. Hal itu dilakukan Bu Emi dengan 

tujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman ataupun hal lainyang tidak 

diinginkan. Dari tranksaksi utang piutang tersebut, waktu pelunasan utang 

adalah diangsur selama sepuluh kali angsuran atau sesuai waktu yang telah 
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disepakati antara kreditur dan debitur. Bagi debitur yang melunasi utang tepat 

pada waktu yang telah diperjanjikan pada akad, maka hal itu sudah sesuai dan 

sangat dibenarkan karena tidak mengingkari janji yang telah disepakati pada 

waktu akad. 

Namun, ada juga beberapa debitur yang lalai dalam membayar utangnya. 

Seperti tidak pernah mengangsur sama sekali dan menghilang tidak ada kabar, 

ada juga yang mengalami kredit macet lalu meminta keringanan kepada 

kreditur untuk memberikan pertambahan waktu dari waktu yang telah 

disepakati. 

Dari pernyataan di atas, terlihat ada penyimpangan dari perjanjian yang 

telah dibuat saat melakukan akad antara kreditur dan debitur. Debitur berjanji 

akan melunasi utang dengan cara mengangsur selama sepuluh kali angsuran dan 

ternyata belum genap sepuluh kali angsuran debitur sudah tidak mampu lagi 

mengangsur untuk melunasi utangnya.  

Namun, sebagian debitur yang tidak mampu lagi mengangsur utangnya 

dikarenakan ada beberapa alasan seperti halnya tiba-tiba ada pihak keluarga 

yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi yang akhirnya 

membuat debitur tidak mampu mengasur utang kepada kreditur dikarenakan 

uangnya masih digunakan untuk biaya pengobatan. Dari sini debitur telah 

menjelaskan alasan-alasan kepada kreditur mengenai kredit macet tersebut, dan 

akan membayar lagi ketika sudah mempunyai uang dan pihak kreditur 

menyetujui hal tersebut, maka hal itu tidak dilarang karena antara kedua belah 

pihak sama-sama sepakat dan rela. Namun, jika salah satu keberatan dengan 



64 
 

 

perpanjangan waktu pengembalian utang, maka hal itu dilarang karena ada 

salah satu pihak yang merasa dirugikan. 

 

2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Praktik Utang Piutang 

Emas di Kebomas Gresik 

Praktek utang piutang yang ada di masyarakat pada umumnya masih 

menggunakan cara-cara yang lama yang hanya di dasarkan pada rasa saling 

percaya terhadap satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam 

dalam bermu’amalah apabila melakukannya tidak secara tunai (utang) yang 

waktunya ditentukan sebaiknya dilakukan secara tertulis. 

Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari apabila terdapat suatu 

permasalahan di kemudian hari, sebagaimana  praktik utang piutang emas yang 

terjadi di Kebomas Gresik para pihak hanya melakukan akad utang piutang 

secara lisan saja, namun tidak menuliskan secara terperinci hak dan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur. Melainkan  setelah akad 

berlangsung para pihak hanya mencatat jumlah utang  sesuai dengan 

nominalnya (harga emas pada waktu itu) dan jumlah pembayaran yang telah 

disepakati oleh pihak debitur dan kreditur namun tidak mencatatkan berat emas 

tersebut. 

Di lapangan, dalam praktik utang piutang emas di Kebomas gresik  selain 

tidak tertulis juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses 

terjadinya utang piutang dan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. 

Seharusnya di dalam bermuamalah yang sah menurut Hukum Islam utang 
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piutang yang tidak tunai harus dilakukan secara tertulis dan harus terdapat 

saksi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 282: 

َٰٓ  ي  َٰ ا َٰء ام نُوٱأ ي ُّه  يٓ  لَّذِين  َٰبِد  اي نتُم َٰت د  َٰإِذ ا َٰإِل  َٰٓ  اْ ىَٰلَٰأ ج ََٰٰٓ  نٍ تُبَٰٓ  ي كٓ  و لَٰٓ  تُ بُوهَُٰٓ  كٱف ََٰٰمُّس مًّ
ََٰٰٓ  لَٰٓ  ع دٓ  لٱبََِٰٰٓ  ك اتِبَََٰٰٰٓ  ن كُمٓ  بََّّٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.  

 

Perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang 

yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi 

utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah orang yang berutang. Ini agar 

yang memberi piutang merasa lebih tenang dalam penulisan itu. Karena 

menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau 

kreditur tidak memintanya.
1
 

Anjuran untuk menuliskannya tersebut untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan diantara para pihak yang terikat dengan akad utang piutang, 

baik itu pihak yang berutang (debitur) maupun pihak yang memberikan utang 

(kreditur). 

Namun Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada rasa 

saling percaya, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik 

bahwa salah satunya tidak akan ada yang mengingkari perjanjian. Hal ini 

disebutkan dalam al-Qur’an QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menerangkan bahwa 

jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai, maka 

                                                           
1
 M. Quraish shihab, Tafsir Al-Misba>h Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol 1, 563. 
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hendaklah yang dipercaya itu bisa menunaikan amanatnya (utangnya). Yakni 

jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak 

apa-apa, hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu 

menjaga benar jangan sampai menyalahi amanat.
2
 

Seperti yang telah penulis kemukakan pada bab yang telah lalu, bahwa 

sistem utang piutang yang dilakukan di Kebomas Gresik adalah utang yang 

berupa emas akan tetapi pengembalian utangnya berupa uang. Awal mula 

terjadinya utang piutang emas di Kelurahan Kebomas adalah di latar belakangi 

oleh beberapa alasan, salah satunya adalah adanya kebutuhan yang sangat 

mendesak yang tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri, kecuali harus 

melakukan pinjaman kepada salah satu warga setempat yang bersedia 

memberikan pinjaman. Adapun alasan-alasan lain juga dikatakan oleh salah 

satu debitur, seperti untuk kebutuhan modal usaha, kebutuhan biaya 

pendidikan, kebutuhan biaya pernikahan, bahkan ada juga berutang untuk 

investasi. 

Syarat dan rukun utang piutang merupakan suatu hal terpenting yang 

harus ada sebelum dilaksanakannya transaksi utang piutang, jika syarat dan 

rukunnya tidak dapat terwujud maka transaksi utang piutang menjadi batal. 

Adapun  transaksi utang piutang emas di Kebomas Gresik dlihat dari 

pelaksanaannya yakni sebagai berikut: 

Rukun utang piutang meliputi: 

a. Adanya ‘Aqid (pelaku) 

                                                           
2
 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 1, 564. 



67 
 

 

b. Adanya s{ighat (ija>b dan qabu>l) 

c. Adanya ma’qud alayh (obyek yang diutangkan) 

Secara umum, rukun utang piutang yang terdapat dalam transaksi utang 

piutang emas di Kebomas Gresik sudah sesuai dengan rukun utang piutang 

yang telah ditetapkan hukum syara’. 

Selain adanya rukun utang piutang, harus ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam transaksi utang piutang. Syarat-syarat kedua belah pihak 

(‘aqidyn) adalah sebagai berikut: 

a. Muqrid dan muqtarid haruslah cakap melakukan tindakan hukum. 

b. Muqrid dan muqtarid haruslah merdeka, baligh, dan berakal sehat. 

c. Tidak adanya paksaan antara muqrid dan muqtarid. 

Begitu pula yang terjadi di Kebomas Gresik, bahwa kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi utang piutang sesuai dengan syarat-syarat ‘aqidyn 

yang ditentukan oleh hukum syara’. 

Setelah syarat-syarat ‘aqidyn terpenuhi para pihak bisa melangsungkan 

s {ighat (ijab dan qabul) dengan berbagai macam cara, seperti dengan cara lisan, 

tulisan, isyarat, maupun cara yang biasa dilakukan oleh para pihak ketika 

melakukan transaksi utang piutang. 

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah obyek akad (ma’qud 

alayh), yaitu: 

a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan 

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang. 

b. Dapat dimiliki. 
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c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang. 

d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan 

Begitu pula yang terjadi di Kebomas Gresik, bahwa syarat objek akad 

utang piutang emas tersebut sesuai dengan syarat objek akad yang telah 

ditentukan oleh syara’. 

Pembahasan ini saja tidak cukup dengan rukun dan syarat utang piutang 

emas di Kebomas Gresik, tetapi dalam hal ini perlu penulis jelaskan jika 

ditinjau dari pengertian utang piutang menurut Hanafiyah Ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa akad qard} dibenarkan pada harta mithli yaitu harta yang 

satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, 

seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran 

yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, 

telur, dan kertas satu ukuran) dan yang di ukur seperti kain.
3
 

Rasulullah membolehkan membayar utang dengan barang yang tidak 

sejenis, misalnya membayar utang kurma dengan kebun kurma. Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadits nabi pada kitab Bukhori no 2220. 

انَُٰأ خْب  ر ن اَٰع بَْٰ ث  ن اَٰع بْد  َٰح دَّ َٰج ابرِ  عْبَِٰبْنَِٰم الِكٍَٰأ نَّ ث نَِِٰابْنَُٰك  َٰح دَّ َٰق ال  دَُٰاللَّهَِٰأ خْب  ر ن اَٰيوُنُسَُٰع نَْٰالزُّهْريِِّ
َٰأ خْب  ر هَُٰ ا هُم  َٰع ن ْ َٰاللَّهُ َٰر ضِي  َٰاللَّهِ َٰع بْدِ َٰفَِٰ بْن  َٰالْغُر م اءُ َٰف اشْت دَّ َٰد يْنٌ َٰو ع ل يْهِ َٰش هِيدًا َٰأُحُدٍ َٰي  وْم  َٰقتُِل  َٰأ ب اهُ أ نَّ

َٰأ َٰحُقَُٰ َٰو يُُ لِّلُوا َٰح ائِطِي رْ  َٰتَ  َٰي  قْب  لُوا َٰأ نْ مُْ َٰف س أ لَ  َٰو س لَّم  َٰع ل يْهِ َٰاللَّهُ َٰص لَّى َٰالنَّبَِّ َٰف أ ت  يْتُ َٰف  ل مَْٰوقِهِمْ َٰف أ ب  وْا بّ
ن ا اَٰع ل ي ْ َٰف  غ د  ن  غْدُوَٰع ل يْك  َٰس  َٰفََِٰٰيُ عْطِهِمَْٰالنَّبَُِّٰص لَّىَٰاللَّهَُٰع ل يْهَِٰو س لَّم َٰح ائِطِيَٰو ق ال  َٰف ط اف  َٰأ صْب ح  حِين 

ا رْهِ  َٰل ن اَٰمِنَْٰتَ  اَٰف  ق ض يْتُ هُمَْٰو ب قِي  دْتُ ه  ةَِٰف ج د  اَٰباِلْب  ر ك   النَّخْلَِٰو د ع اَٰفَِٰثَ  رهِ 
(BUKHARI - 2220) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah 

mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus 

                                                           
3
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 376-377. 
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dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Kaab bin Malik 

bahwa Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa 

bapaknya terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid sementara dia 

meninggalkan utang, lalu para pemilik piutang mendesak agar hak-hak mereka 

ditunaikan, maka aku datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau 

meminta agar para pemilik piutang mau menerima kebunku sebagai 

pembayaran dan pelunasan utang bapakku namun mereka menolaknya sehingga 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tunggu sampai besok". Akhirnya 

besok paginya Beliau mengelilingi pohon-pohon kurma lalu berdoa minta 

keberkahan pada buah-buahannya. Maka aku dapatkan buah-buah kurma itu 

tumbuh banyak lalu aku berikan untuk membayar utang kepada mereka dan 

buahnya masih tersisa untuk kami." 

Menurut ijtihad Imam Muhammad dan Madzhab selain Hanafiyah 

berpendapat, boleh juga qard} pada roti, baik di jual secara timbangan atau 

satuan, karena roti merupakan kebutuhan khalayak orang banyak.
4
 Berdalil 

pada hadis, Aisyah yang mengatakan, “Wahai Rasulullah sesungguhnya para 

tetanggga mengqirad}kan roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya lebih 

dan kurang. “Rasulullah menjawab: “tidak mengapa. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan 

dimaksudkan riba fadhal”.
5
 

Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa 

diperbolehkan melakukan qard} atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad 

salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan 

makanan, maupun dari harta qimiyyat (harta yang dihitung berdasarkan 

nilainya) seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang 

yang dijual satuan. 

                                                           
4
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 377. 

5
 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah 12 (Bandung: Alma’arif, 1987), 142. 
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Dari sini, menurut jumhur ulama, akad qard} sah dilangsungkan pada 

setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan 

mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan.  

Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan di Kebomas Gresik tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, karena sebagian ulama membolehkan utang 

piutang pada semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu 

barang yang ditakar dan ditimbang, maupun harta qimmiyat. Dalam hal 

pengembalian utang piutang emas di Kebomas Gresik obyek akad utang 

piutangnya telah berubah, dimana kreditur dalam memberikan piutang obyek 

akadnya adalah emas, akan tetapi dalam hal pengembaliannya obyek akadnya 

telah berubah menjadi uang, dimana uang tersebut bernominal lebih daripada 

harga emas ketika transaksi utang piutang berlangsung, akan tetapi hal tersebut 

sudah disepakati dari awal ketika transaksi utang piutang dan juga para pihak 

tidak ada yang merasa dirugikan. 

Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi utang piutang emas di 

Kebomas Gresik adalah transaksi yang obyeknya harta qimmiyat yaitu harta 

yang bisa dihitung berdasarkan nilainya atau harta yang memiliki nilai, seperti 

binatang ternak, tanah, emas dan perak. karena obyek utang piutang di 

Kebomas Gresik adalah harta qimmi, maka dalam pengembaliannya boleh 

menggunakan barang yang berbeda jenisnya dnegan objek utang piutang dengan 

syarat barang tersebut harus senilai dengan objek utang piutang.  
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Jadi praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik tidak bertentangan 

dengan syariat Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun utang piutang 

dan memenuhi syarat-syarat obyek utang piutang. 

Sedangkan menurut Hukum Perdata praktik utang piutang emas di 

Kebomas Gresik sudah memenuhi syarat-syarat sah dalam melakukan 

perjanjian, yakni perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 

1320 KUHPerdata, antara lain:  

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan; 

d. Suatu sebab yang halal artinya tidak dilarang. 

Dalam praktiknya utang piutang emas di Kebomas memang dilakukan 

oleh orang yang cakap hukum, antara kreditur dan debitur sama-sama membuat 

kesepakatan yang harus dilakukan. Kreditur memberikan piutang berupa emas 

dan debitur harus membayar utang emas dengan uang. Dalam melakukan 

transaksi utang piutang antara kreditur dan debitur tidak ada yang melakukan 

secara paksa, para pihak melakukan transaksi utang piutang secara sadar dan 

tidak ada yang memaksa. Adapun obyek dalam utang piutang adalah barang 

yang sudah diperjanjikan yaitu berupa emas dan barang tersebut tidak dilarang 

dalam hukum perdata. 

Menurut hukum perdata atau burgerlijk wetboek terdapat dalam buku 

ketiga pasal 1754 yang berbunyi “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
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pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 

macam dan keadaan yang sama pula”. 

 

 

Ditinjau dari pengertian utang piutang terdapat pada buku ketiga Pasal 

1754 KUHPer utang piutang emas di Kebomas Gresik termasuk hal yang 

diarang, dikarenakan pihak debitur dalam mengembalikan pinjaman ada 

kelebihan yang disengaja sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah utang 

yang dilakukan ketika di awal transaksi, dan juga dalam pengembaliannya 

barangnya tidak sejenis. 

Jadi, meskipun transaksi utang piutang emas di Kebomas Gresik sudah 

memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Perdata, namun dalam pengembaliannya 

bertentangan dengan Pasal 1754 KUHPerd. 


